Menimbang

Mengingat

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : #4 TARUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI] INDRAMAYL,

& bahwa untuk mewlt judkan tertib

administrasi dan pelaksanaan pengeloiaan barang
milik daerah khususnya berupa Kendaraan Dinas
agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan
berhasil guna, peril  menetapkan Tata Cara
Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah
Kabupaten Indramayu dengan Peraturan Bupati
Indramayu,;

b. bahwa berdagsarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang
Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah
Daerah Kabupaten indramayu.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebapgaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten Dalamn  Lingkungan
Provinsi Djwa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 MNomoer 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28251j;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dergan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahen Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S679),

3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 1entang
Pengelolazn Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533] sechagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Peru bahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomer 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualarn Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendarann  Perorangan  Dinas  (Lembaman Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610j;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Deaeruh;

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Ternadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain;

B Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun
2020 trentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Calam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i
2
3.

4.

10.

1.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.

Pemenntah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayvu.
Bupali adalah Bupati hdramayu selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah.

Pengelola Barang adalah Sekretaris Daegrah Kabupaten Indramayu
selaku peiabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koerdinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
penglasaannya.

Perangkat Daersh adatah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam
penvelenggaraan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan
daerah,

Kendaraan dings adelah kendarsan milik pemerintah deerah yang
dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan
perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas
jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan vang disediakan dan
dipergunakan untuk pejabat negara Bupati/Wakil Bupati.

Kendarean dinas jabatan adalah kendaraan vang dipergunakan untuk
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon 1, Pejabat Eselon
{l, Pejabat Eselon (Il dan Pejabat Eselon V.

Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang disediakan
unluk diperpunakan dalam pelayanan operasional khusus/lapangan
dan pelayanan umum sata  diperuntukan bagl pegawai  yang
menjalankan tugas-tugas khusus lapangan.

Surat Keputusan Penunjukkan Pemakai Kendaraan Dinas .selanjuinya
disingkat SKPPKD adalah Surat Keputusan yang dibuat olkh
Pengguna Barang dalam menentukan pemakali kendaraan yang

berada dalam penguasaannya.



12. Berita Acara Serah Terima Pemakal Kendaraan Dinas selanjuimya
disingkat BAST-PKD adaiah berkas serah terima kendaraan antara
Pengguna Barang dengan Aparatur Sipin Negara yang ditunjuk
sehagai pemakai kendaraan,

13. Pemakai adalah Pejabai atau Aparatur Sipil Negara vang ditunjuk
memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SKPPKD.

14. Kerugian Deerah sdalah kekurangsn usng, surat berhargs, dan barang
vang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum hak sengaja maupun lalafl.

15. Tuntutan  Kerugian adalah suatu proses tuntuian yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendaharz atau pejabat lain dengan
tu juan untuk memulihkan kerugian daerah

BAB |1
TUJUAN

Pasal 2

Tata cara penggunaan kendaraan dinas bertujuan untuk :

a menunjang kelancaran  pelaksanaan  tugas-tugas kedinasamn

b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;

¢ menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten
Indramayu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah; dan

d. ertib administrasi penggunaan kendaraan dinas.

BAB 11
PENATAUSAHAAN

Pasal 3

Setiap kendaraan dines harus dicatat dalam Daftar Inventaris Perangkat
Daerah sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

Kendarsan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarken
fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan. yaitu:

a kendaraan perorangan dinas;

b kendaraan dinas jabatan; dan

¢. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.



{1}

(2)

(3

(1)
(@)
(3)
(4
(3]

(6)

Pasal 5

Kendaraan perorangan dinas sebagaimanz  dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a merupakan kendaraan bermotor dinas milik
Pemerintah Kabupalen Iadr2mzayu  yang  dipergunekan untuk
pelaksanean tugas Bupati, Wakil Bupati.

Kendaraan dings jabatan sebagaimene dimaksud dalem Pasai 4
huruf b, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah
Kabupaten Indramayu yang dipergunakan untuk pelaksanaan Tugas
Pimpinan DPRD, Pejubut Eselon I, Pejabat Eselon [1, Mejabat Bsclon 11,
Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon V

Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf ¢, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemeriniah
Kabupaten I[ndramayu yang disediakan untuk dipergunakan dalam
pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum seria
diperuntukan begi pegawai yang menjalanksn tugas-tugas khusus
la pangan.

BaE vV
TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 6

Kendaragn dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas
gecara optimal dan efisien.

Penunjukan pemakai kendarsan dinas dilaksanakan oleh Pengguna
Barang dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemakai kendaraan.
Penunjukan pemakai kendaraan dinas dilaksanakan oleh Pengguna
Barang dengan smenerbitkan SKPPKD.

Serah terima kendarman antara Pengguna Barang dengan pernekai
kendaraan dinas dituangkan dalam BAST- PKD.

Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawald sepenuhnya atas
kendaraan dinas.

Apabile terjadi kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan atau
penvimpangan penggunaan di luar ketentuan, maka kerugian daerah
yang timbu! diselesaikan acsuai dengan  ketentuan perundang
undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sebelum SKPPKD untuk kendaraan dinas operasional diterbitkan, calon
pemakai diwajibkan memberikan sural pernyataan yang berisi syarat
dan ketentuan pemakaian kendaraan dinas serta melengkapi
dokumen sebagai berikut :

=

Foto copy SIM/KTP yang masih bedaku; dan



b, 8K Terakhir/Jabatan.

Pazal 8

Pejabat Pemerintah/Aparatur Sipil Negara karena tugasnya hanya dapat
memakai 1 (satu] unit Kendaraan Dinas roda 4 {(empat] atau § (satu) unit
Kendaraan Dinas roda 2 {dua).

Pasal O

Penggurmaan Kendarasn Dinas Operasional ditetapkan oleh Pengguna
Barang untuk kendaraan yang ada dalam penguasaannya.

Pasal 10

(1) SKPPKD diterbitkan oleh pengguna barang setiap tahun atau jika
nemakai kendaraan dinas mendapat alih tugas ke jabatan hin atau
Perangkat Daerah lain.

(2) SKPPK D tidak berlaku apabila:

a Pemakai dialihtugaskan ke jabatan lain atau Perangkat Daerah
lain;

b. Pemakai telaly pensiun;

¢ Pemakai meninggal dunia;

d SKPPKD dihentikan/dicabut.

{3) Dalam hal SKPPKD sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada
avat (2], pemakai kendaraan dinas wajib menyerahkan kendaraan
dinas kepada Pengguna Barang dengan kelentuan sebagar berikut:

a, selambat-lambamya 1 (satu) minggu setelah terhitung mulai
tanggal alih tugas ke jabatan lain atau Perangkat Daerah lain
diterbitkan;

b selambat-lambamya 1 (satu] minggu sebelum terhitung mulai
tanggal pensiun.

¢. selambat-lambatnya 1 (saru] minggu setelah tanggal kematian
diserahkan oleh duda/janda fahli wars pemakai kendaraan dinas.

d. pencabutan SPPKD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
{2 huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang dengan cara
menerbitkan Surat Penarikan Kendaraan [Dinas yang
menyatakan SPPKD dicabut,

e. menyerahkan kendaraan dinas dalam kendisi baik.

4] Pencabutan SPPKD sebagnimana dimeksud pada ayat (3) huruf d
dapat dilakukan apabila :



a kendaraan dinas tidak pernah dipakai untuk keperiuan dinas
dalam jangka wakuu 2 (dua] ©bulan setelah menerima
SKPPKD:

h memindahtangankan kendaraan dinas pada orang lain yang tidak
berhak;

¢ melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak
pidana.

d Hal lainnya dengan dasar pertimbangan teknis olkh Pengelola
Barang Milik Daerah.

Pasal 11

Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya menyebabkan kehilangan
kendaraan dinas dan/atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan
rusaknya kendaraan dinas, maka pemaksi kendaraan dinas menanggung
konsekuensi sebagai berkut:

a

b,

)

dikenakan ganti rugi sesuni keténtitan peraturan-perundangan yang
berlaku;

ridak diperbolehkan memakai kendaraan dinas / mendapat SKPPKD
yang bary selama proses penyelesajian kerugian daerahnya belum
diselesaikan.

BAB V
PINJAM PAKAI

Pasal 12

Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjan serta

ditandatangani oleh :

a Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah
yang berada pada Pengelola Barang: dan

b. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik
dasrah yang herads pada Pengguna Barang.

Perjsnjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mernuat, aniara lain ;

A, para pihak yang tenkal dalam perjanjian;

b. dasar perjanjan;

c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

d jenis, luas atau jumiah barang yang dipinjamkan, dan jangka
wakewu;

e tanggungiawab peminjam atas biaya  operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu peminjamarn,
f hak dan kewajben pare pihak;



(1)

(2

(3)

4

g Dbersedia menyerahkan/mengembalikan kendaraan dinas dalam
keadaan batk ; dan
h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Jangka waktu pinjam pekal barang milik daerah paling lama 3 {lima}
1ahun dan dapat diperpanjang 1 [satu) kali.

Perpanjangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
dengan pertimbangan mengoptimalkan barang milik deerah yang
belum atau tdak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang, dan Menun jang
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apabila jangka wakiu pinjun pakai akan diperpanjang, permohonan
perpanijangan jangka wakwi pinjam pakai disampaikan kepada
Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lambal 2 (duaj bulan
sehelum jangka waktu pnjam pakai berakhir.

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewnti
batas waktu sebagnimana dimaksud pade ayat (3), proses pinjam
pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam
pakai baru.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal terkait dehgan Pengelolaan kendaraan dinas yvang yang tidak
sesual dengan Peraturan Bupati ini, difakukan penyesuaian paling lama

1

(satu] ‘tahun dengan ketemtuan sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Bupati ini.



BAR VI
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pehempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 8 Marat 2021

L alﬂm‘l INDRAMAYU,

.ng

Nmﬁ AGUSTINA

Diundangkan & [ndramayu
Pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Tti.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN: 2021 NOMOR :44



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR
TANGGAL

A. SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMAKA| KENDARAANDINAS

Menimbang:

Mengingat

(KOF PERANGKAT DAERAH)

KEPUTUSAN
KEPALA [NAMA PERANGKAT DAERAH, KABUPATEN
INDRAMAYU
OGRS voon f oessss Jf sossronssnssss /0.
TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAL KENDARAAN DINAS

KEPALA (NAMA PERANGKRAT DAERAH) KABUPATEN INDRAMAYU

a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas pemeriniahan dan pelayanan d Pemerintat
Kabupaten Indramayu, perlu  memberikan fasilitas
kendaraan dinas nperasional/kendaraan dinas jabatan
kepada Aparatur Sipil Negara.

b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaeksud pada
hurul & perlu dibuat surat Keputusan [Nema Perangkaf
Dacrakl Kabupaten ndramayu lentang  Penunjukkan
Pemakal Kendaraan Dinas.

t, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabupn 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589} sebagaimana telah diubah
beberapa kal terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 1tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor
5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);



3 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas {Lembaran Negarza Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 5610);

4, Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerahi

5 Peramuran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerakh;

b. Peraturan Menteri Datam Negerl Republik Indonesia Nomos
133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan,

PERTAMA : Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas Operasional pada (Mama
Perangkal Daerah) Kabupaten Indramayu kepada Aparatur Sipil
Negara dengan nama-nama dan data kendaraan sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA . Atas pemakaian Kendaraan Dinas Operasional dimaksud,
kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diwajibkan
mematuhi  scgala  ketentuan  yang tercantum dalam  Surat
Keputusan Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas [SKPPKD).

KETIOA . Keputusan ini berlaku sej;k tangge! ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal

Kepala Perangkat Daerah
Tembusan Kepacla Yih:

. Bupati Indramayu;

2 Sdr. Inspektur Kabupaten Indamayu,;

3. 8dr. Kepala BKD Kabupaten Indramayu;

4. Sdr. Atasan Langsung ASN yang bersangkutan;
5 Sdr. ASN yang bersangkutan,

[ o]



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NA MA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN NDRAMAYU

TANGGAL
NOMOR
No Jabatan Jenis Merk / Nomor Nomor Nomor Keterangan
Kendaraan Type Rangka Mesin Polisi
3FTa T n T A e e el el B e B .

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

ooooooooooooooooooooooooooo




B. SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS (SPPKD)

(KOP PERANGKAT DAERAR)
SURAT PENUNJUKAN PEH&EMMM DINAS
NOIMOT: « ceeemnerssosrsussssrasnnsnios

MENUNJUK

Pegewai Negeri Sipil dengan identitas sebagai berikut:
Nama t
NIP
Jabatan
Alamat :
Sebagai Pemakai/ Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah
Kabupaten Indramayu pada .......c.ccn (Nama Perangkat Daerah) dengan data
kendaraan sshegai bailout:
No. Polisi
Jenis
Merk/Type ;
Tabun Pembuatan :
No. Rangka
No. Mesin ;
1. Pemgkai kendaraan dinas dimaksud diwa jibkan:
a. Memelihara dan merawat kendarsan dinas dimaksud agar selalu
dalam keadaan baik dan giap pakai

memerlukan perbaiken.

d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan
atau akibat kecelakaan



& Menyerahkan/mengembalikan kendaraan dinas dalam kondisi baik
kepeda Kepala Perangkat Decrah, apabila terjadi mutasi kelar dari
Perangkat Daerah atau pensiun.

2 Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang:

a. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain

b Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraarn dinas dimeksud

c. Menjadikan kerxdaraan dinas dimaksud sebagai jaminen utang

d Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara.

3. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya tethadap
kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau
penyimpangan penggunaan di hiar ketentuan dinas, akan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya,

Tembugan:
Y th. Sd 1. ciiscairminsinmisnsisansas



C. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP

Pekerjaan / Jabatan :
Almat Rumah 5

MENYATAKAN

1 Bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas semata-mata
hanya untuk keperfuan dinas.

2 Bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selal
dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti
rugi apapun ataupun biaya pengganli atas segala. bisya pribadi yang
telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan ringan
kendarsan dinas dimaksud,

3. Bersedia. menyerahkan/mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan
baik kepada (Nama Perangkat Daerah), apabila terjpdi mutasi kelar dari
{Nama Perangkst Daerah} atan pensiun

4, Bersedia. bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusskan akibat
kecelakaan..

5 Bersedia mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas Milik
Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Demikian pernyalaan ini saya buat untuk dipergunakan seperiunya.




D. SURAT PENARIKAN KEND,ARAAN DINAS

Numor
Sifat

Lampirtan .

Perihal

[KOP PERANGKAT DAERAH)

Indramayy, .........ee 20...
028/...... & s s Kepada
Segera Wi B i
- cli
Penarikan Kendaraan Di nas. INDRANAYU

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik
Pemerintah  Kabupaten Indramayu khususnya penggunaan
kendaraan dinas operasional (Nama Perungkat Daerah)
Kabupaten Indramayu, bersams ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1 Sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor
Tahunn 202! tentang Tata Cam Penggunaan Kendaraan
Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten indramayu, pada
Pasal 10 avat (3) huruf a dan b bahwa pemakai kendaraan
harus mengembalikan kendaraan dinas “selambat-lambatnya
| [sany minggu setelah terhitung mulai tanggal alh tugas ke
jabatan lain atau Perangkat Daerah lain diterbitkan” dan
*Selambat-lambamya 1{satu) minggu sebelum terhitung
mulai tanggal pensiun®.

2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah
Kabupaten Indramayu, salah satu  kendaraan dinas
operagional roda ... L ) vang belum dikembalikan
adalah dengan data schagai berikut:

Merk/Tipe
B Blamplen 2 assnias vk

Warma

Mo. Polisi e R T R e e

Sehubungan dengan fal tersecbul, kami minta agar Saudara
mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama
Perangkat Daerah) Kabupaten Indramayu, paling lambat 1 (satu)
hari sejpk surat ini diterbitkan. Dengan diterbitkannya Surat
Penarikan Kendarzan Dinas ini, maka Surat Penunjukan
Pemakaian Kendaraan Dinas {SPPKD] atas nama Saudara Nomor
______ tangeal... ... dinyatakan dicabut dan ndak berlaku.

Demikian penarkan  kendaran  disampaikan  untuk

dilaksanakan sesuai ketentuan.

REPALA PERANGKAT
DAFRAH



. FORM PERJANJIAN PINJAM PAKA] KENDARAAN DINAS QPERASIONAL

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKA! KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN

NOmOp < oot
Pada hari ini, tanggal bulan tahun
[ = ), yang bertanda tangan df bawah ini:
[. Nama S e T o e
MNIP ey et T e e
Jabatar . Sekretaris Daecrah Kabupaten Indramayu, bertindak selaku

Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Indramayu,
aclanjutnya disebut PIHAK KESATU.

[l. Nama B i SR AR R R S R A e
Jabatan B R L et , Bertindai selaku
Pengguna Barang Milik Dacrah HKabupaten Indramayu,
gelanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dasar:

i. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4 Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 tentang Koordinasi Keglatan
lnstansi Vertikal,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolsan Barang
Milik Negara/Daerab,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, lentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang milik Daerah Kahbupaten tndramayu,

= ST B

o e e W n e e w e TEE T ST 8T Ak s ad s s

Keduan belah pihak sepakat mengadakan  perjanjion pinjam pakai
kendaraan aset milk Pemerintah Kabupaten I[ndramayu, dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1
OBJEK PINJAM PAKAI

Aset milik Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dipinjam pakaikan
REUIL: il lmaoaysinapsbuncmssions o

Merk/Type JJRI WP 27 S Ny R R e gy L G
Tahun A o
Nomor Polisi e i e e U At
Nomor Rangka T I Tl or e RSRR e TR
Nomor Mesin Y N s b Gt AT RATY
Nilai Perofehan @ Rp....oooiiiiiniin.n
PASAL 2
JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

(1JPinjam Pakai ini berdaku untuk jangka waktu selama 5 (lima} tahun
terhitung ......coovviveivnens sampai Engan ..........cccormmmiinrsnenes



(2) Perjanjian Pinjam Pakai ini dapat diperpanjang kemball apabila masih
dibutuhkan dengan mengajukan usulan perpanjangan 1 (satu] bulan
sebelum berakhimya pinjam pakai.

PASAL 3
HAK DJAN KEWAJIBAN PIHAK KESATL

PIHAK KESATU menyerahkan pemanfastan aset vang dipinjam pakai kepada
PIHAK KEDUA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1)PIHAK KEDUA menerima pernanfaatan aset yang dipinjam pakai deri PIHAK

KESATLL

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

a Memelihara dengan baik aset yang dipinjam palai selama wakiu pinpim

akai,

b, Eertanggung jawab terhadap beban biaya operasional pemeliharaan dan
pajak serta pembiayaan lainnya, atas aset vang dipinjam pakai sclama
waktu pinjarmn pakai; _

¢. Penggunaan ,/ pemanfaatan aset yang dipinjam pakai harus sesual
peruntukannya yaglu Menunjang operasional pelayanan maSyevakat pedw

d. Dilarang memindahtangankan, menggunausahakan aset yang dipinjam
pakai kepada pihak lain;

e Apabila terjadi kecelakaan dan kehilangan ekibat kelalaian tersebut, maka
yang bertanggung jawab adalah peminjam; _

f. Menyerahkan kemhali aset yang dipinjam pakai dalam keadaan baik
apahila habis waktu pinjam pakainya, tidak diperpanjang lagi dengan
tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PASAL 5
LAIN —LAIN

{1)Atas kekurangan dan kekeliruaan dalam perjanjian ini, Kedua Belah Pihak
bersepakat untuk mengadakan perubahan sebagainana mestinya,

{2] Perubshan sebagaimana dimaksud pada avat (1} merupakan dokumen yang
tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6
PENUTUP

(1] Perjanjian im sah dan mengikat secara hukum setelah ditandatangani oleh
kedua Belah Pihak; :
[2) Perjanjian ini dibuat rangkap 4 {empat], yang diperuntukan masing-masing

pihak, vang sama isi dan kekuatan hukumnya.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DAERAH = s
KABUPATEN INDRAMAYD ... B T L = SRR
SELARU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

-----------



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN

Nomor
Pada hari ini, ...cccimmennneen tAnggal ..ooooeesineners bulan ......... ol s tahun

cvimrieaeieaee 4 = =} kami yang bertanda tangan di bawah ini:
. Nama PO RN L SRR b

NIP T B SIS e '

Jabatan - Sekretaric Daerah Kabupaten Indramayu, Berindak selaku

Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Indramayu.
Alamat : Jalan May. Jend. Sutoyo No. 1/E - Indramayu

5.

Bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten
Indramayu yang menyerahkan Kendaraan Dinas Operasional. selan jutmya

disebut PIHAK KESATLU.

Nama

Jahatan e Tonaes et R ARt ke M e e et

Alamat e A i T R SR I TR R e
Bertindak selaku o PP R L R e WA D R e yang menerima
penyverahanan Kendaraan Dinas Operasional selanjuinya disebut PIHAK

KEDUA.
Dengan ini PHHAK KESATU menyerahkan kendaraan dinas operasional

kepada PITHAK KEDUA sebanyak 1 {satu) unit dalam keadaan baik, rincian
kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type L AN SR R R ea AR e
Tahun SO O JON O SR
Nomor Polisi A N R A TR AR R A SN SRS
Nomor Rangka S e B SRR s
Nomor Mesin e R SN CeD PT
Warna L I T Rk

10



Nilai Perolehart - RBp. ..ociiiiiiiiiins

Ketentuan-ketentuan pinjgm pakai kendaraan dinas operasional sebagai

berikut:

1.

2.

Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan milik Pemerintah Ksbupaten
Indramayu, vang dipinjampakaikan kepada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Indramayu.

Kendaraan dinas operagional sebagaimana tersebut tercatat dalam daftar
inventaris/neraca aset tetap Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Indramayu.
Pinjam pakai berlaku untuk  jangka ‘wektu eelama 5 (lima) tahun
terhitung .....- - . sampaidengan ..

Beban Pemehhdmn kendaraan dmaa apcramona] yang dipinjampalaikan

menjadi tanggung jawab peminjam

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dengan sebenamya dan

untuk digunakan scbagaimana mestinya.

PIHAK KESATL! PIHAK KEDUA

SEKRETARIS DAERAH = o ieimiimiiciiesirsanens R Ko KT BT
KABUPATEN INDRAMAYU e e
SELAKU

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

-----------------------

NINA’AGUSTINA
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